
1822) ; 

Pcmbcntukan Daerah - Dacrah Tingkat II di Sulawesi 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 
79, tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 

29 Tahun 1959 tcntang : I. Undang-Undang Nornor 

a. bahwa dalarn rangka melakukan undakan karanuna dalam 

ha! pengawasan, perncriksaan, pcnolakan clan pcmbcbasan 
icrhadap kasus hcwan rncnular kc rnanusia izoonosin] 

sesuai pasal 56 Undang-Undang Peternakan dan Kesehata n 
Hewan Nornor 18 Tahun 2009, maka dipandang perlu 
rnelakukan tindakan yang sifai.nya prevcniif dari Pcnyakn 

I Iowan Mcnular (PHM) di wilayah Kabupaien Kolaka ; 

b. bahwa di wilayah Kabupaten Kolaka merupakan lokaei yang 
sangat bcresiko terhadap penularan dari pcnyakit PHM baik 
rnelalui lalu lintas darat, udara maupun lain lintas t.,ut 
(pclabuhan) sehingga perneriruah Kabupaten Kolaka 
melakukan Biosecuriuj bcrupa penccgahan, pemeriksaaan 
dan pcmusnahan terhadap hewan yang iertular ; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagairnana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b sarnbil menunggu ditetapka n 

dcngan Pcraturan Dacrah, perlu rncnetapkan Pcraturan 
Bupati tentang pcnarikun jasa lalu linta s keluar masuk 

ternak, SKKH, SKLD serta dan msenunasi buatan (Kawin 

Suntik) di wilayah Kabuparen Kolaka. 
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketcntuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 

[Lernbarun Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 

126, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3984; 

3. Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lcmbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuaugan 

Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 reruang Sistern 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tarnbahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teruang 

Perirnbangan Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan 
Pcmerintahan Dacrah (Lcmbar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (Lembar Negara. Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 84, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5015); 

8. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah clan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ccntang 
Pcmerintahan Daerah (Lernbar Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah 
bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Dacrah 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 



J 0. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014, ten tang 
adrninistrasi Pernerintahan (Lernbaran Negara Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 
560 l); 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1977 teutang Usahu 

Perernakan [Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1977 Nomor 21, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3102); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 reruang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lcmbaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia 4578) ; 

13. Pera turan Pernerintah Nornor 91 Tahun 2010 tentang .Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 
Dae rah a tau dibayar scndiri oleh wai ib pajak [Lernbarun 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor l 53, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 

5179); 
14. Peraturan Menteri Pertanian Nornor 19 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014; 
15. Peraturan Menteri Pert anian Nomor 27 Tahun 2010 teruang 

Unit Manajemen Program Swasernbada Daging Sapi 2014. 

16 Peraturan Dacrah Kabupatcn Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 
tencang Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Dina s 
Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah 

dcngan Perat uran Daerah Kabupaicn Kolaka Nomor 7 

Tahun 2010 icntang perubahan kesatu atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Nornor 37 Tahun 2007 tcntang 
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

17. Perat uran Dacrah Nornor l Tahun 2009 teruang Uru san 
Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Dae rah Kabupatcn 
Kolaka; 

l o. Pcraturan Duerah Nornor 15 Tahun 2009 tentang 
Pernbentukan Organisasi dan Tata Kerja Lernbaga Te hnik 
Daerah Kabupaten Kolaka; 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah Otonorn, yang selanjutnya disebut Dacrah, adalah kesatuan 

masyarakat hukurn yang mempunyai batas-batas wilayah yang berweriang, 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan 
rnasyarakat setcmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalarn Sistcm Negara Kcsatuan Republik Indonesia; 
2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupatcn Kolaka. 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 

4. Terriak adalah sernua hewan yang hidup dan berkembang biak diarur oleh 
manusia serta mcmbcri manfaat sebesar-be sarnya kcpada marrusia; 

5 Hasil Ikutan Terriak adalah sisa basil pengolahan tcrnak seperti : kulit, 

tanduk, iulang dan dendcng; 
6. Pengeluaran Ternak dan pernasukan ternak adalah sernua ternak yang 

akan dimasukkan atau dikcluarkan dari Kabupaten Kolaka baik lcwat laut, 

lewat darat maupun udara; 
7. Perncriksaan Terriak adalah pemeriksaan ternak yang akan dirnasukkan 

atau dikcluarkan dari Kabupaten Kolaka; 
8. Produksi mernak adalah basil dari ternak yang berguna dan berrnanfaat 

bagi manusia yang merupakan suatu usaha yang dijalankan secara tcrarur 
dan terus mcnerus pada suatu tcmpat dan dalarn jangka waktu tcrteniu 

untuk tujuun kornersil: 
9. lzin Usaha Peternakan adalah Izin Tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang 

berwenang pada suatu usaha yang dijalankan sccara teratur clan terus 
menerus pada suatu ternpat dan dalarn jangka wakt.u tertentu uruuk 
tujuan komersil; 

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala usaha yang berhubungan 
dengan hewan dan bahan asal hewan yang berasal dari hewan secara 
langsung atau tidak langsung mcrnpengaruhi kesehatan man usia. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENARIKAN JASA LALU 
LINTAS KELUAR MASUK, SKKH, SKLB DAN INSEMINASI 
BUATAN (KAW1N SUNTIK) SERTA PEMBERIAN TANDA 
IDENTITAS TERNAK DI WlLAYAH KABUPATEN KOLAKA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



pemberian tanda identitas iernak. 
dan inseminasi buatan (kawin suntik), sert.a masuk ter nak , SKKH, SKLB, 

.Jenis golongan pcnarikan jasa terdiri dari penarikan jasa lalu lintas keluar 

BAB III 
GOLONGAN PENARIKAN JASA 

Pasal 5 

Subyek penarikan jasa adalah orang pribadi atau badan hukum yang 

mendapatkan pcnarikan jasa lalu lintas kcluar masuk ternak , SKKH, SKLB, 

dan inscmi.rasi buatan (kawin suntik). serta pcmberian tanda iderititas rernak 

dari Pernerintah Dacrah. 

Pasal 4 

Obyek jasa adalah pcnarikan jasa latu lintas keluar masuk ternak, SKKI I, 

SKLB, dan inserninasi buatan [kawin sunuk) dan pembcrian tanda identitas 

ternak di wilayah Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan oleh Pcmcrintah 

Daerah. 

Pasal 3 

Dengan nama pcnarikan jasa lulu lintas keluar rnasuk ternak, SKKH, SKLB, 

dan inscmit asi buatan [kawin suntik) dan pernberian tanda identitas ternak 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK 

Pasal 2 

11. SKKH adalah Surat Keterangan Kcschatan Hewan digunakan pada saat 

ternak keluar dengan melakukan pengambilan dan perneriksaan sarnpel 

scbagai syarat pemberian rekornendasi dari Pemeriman Daerah di wilayah 

Kabupaten Kolaka. 

12. SKLB adalah surat Keterangan Lciyak Bibit pada saat ternak keluar dengan 

mclakukan kclayakan ternak sebagai syarat pemberian rckornendasi dari 
Pemerintuh Dacrah di wilayah kabupaten Kolaka. 

13. Tanda idcntitas tcrnak merupakan tanda yang diberikan pada tcrnak 

sebagai alat kontrol kepemilikan tcrnak. 



Rp. 200,-/kg 
Rp. I 00,-/kg 
Rp l 00,-/kg 
Rp 50,-/ rak 

Rp. 5.000,-/ekor 
Rp. 3.000,-/ ekor 
Rp. 100,-/ ekor 
Rp. 5.000,-/Box 

Rp. 10.000,-/ekor 
Rp. 15.000,-/ekor 
Rp. 10.000,-/ekor 

1) Sapi 
2) Kerbau 
J)Kuda 
4) Kambing/Domba/Babi 
5) Unggas hoby/kesayangan/ayam buras 

6) Ayam ras potong/ petelur 
7) DOC/DOD 

2. Komod:tas/Produk Ternak: 

1) Daging sapi/kerbau/kuda 
2) Daging Kambing/Babi 
3) Daging ayam ras potong 
4) Telur ayarn ras/buro1s/itik/puyuh 

a. Tarif penarikan hasil ikuian ternak, jasa lalu lintas ternak/kcluar rnasuk 
ternak dilakukan undakan pemcriksaan dan pcngambilan sarnpcl (darah, 
daging dan tclur) serta dokurnen identifikasi ternak pada jcnis 

ternak/'rnmoditas/hasil ikutan ternak 
1. Jen is Terriak : 

Struktur be sarnya jasa pe nar ikan sebagai berikut : 

Pasal 8 

l. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif jasa dirctapkan dengan 
memperhatikan biaya penyedia jasa yang bcrsangkutan, kernampuan 
masyarakai . aspek keadlilan , dan cfcktiviras pcngendalian atas pclayanan 

terse but. 
2. Prinsip dalarn penctapan struktur dan bcsarnya tarif jasa didasarkan pada 

tujuan mcmperoleh Keuntungan yang layak scbagai keuntungan yang 
pantas direrima oleh Pemerintah Dacrah sccara efisien dan proporsional 

serta berorientasi pada harga pasar. 

BABV 
PRlNSJP PENETAPAN, STRUKTUR 

DAN BESARNYA TARlF JASA PENARlKAN 
Pasal 7 

Tingkat penggunaan penarikan jasa lalu lirua s keluar masuk ter nak, SKl<H, 
SKLB, dan inserninasi buatan (kawin sunuk) sorta pernberian randa identitas 
ternak diukur berdasarkan jenis, jurnlah dan lamanya pcnggunaan jasa. 

BAB JV 
CARA MENGUKUR TJNGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 



Rp I 00.000,-/Tahun 

Rp 200.000,-/Tahun 

Rp. 100.000,-/Tahun 

Rp. 200.000,-/Tahun 
Rp. 100.000, /Tahun 

Rp. I 00.000,-/Tahun 
Rp. 200.000,- /Tahun 
Rp. 100.000,-/Tahun 

Rp. 200.000,-/Tahun 
Rp. 100.000,-/Tahun 
Rp. 200.000,-/Tahun 

10. Perpanjangan Jzin Usaha Peternakan unggas 
Kornersil (ayarn potong clan pctelur) dan 

ayarn buras 
11. lzin Usaha Penjualan Oaging (sapi/kerbau/ 

kuda, ayarn potong) 
12. Perpanjangan Iain Usaha Penjualan Daging 

(sapi/kerbau/kuda/ayam potong] 

1. lzin tukang jagal ternak 
2. Perpanjangan izin tukangjagal ternak 
3. Izin Pcngolahan hasil ternak (kulit) 
4. Perpanjangan izin pengolahan hasil 

ternak (kulit) 
5. lzin usaha penggilingan daging 
6. Perpanjangan usaha penggilingan daging 
7. lzin pedagang pengurnpul terriak 
8. Perpanjagan izin pedagang pengurnpul 
9. lzin Usaha Peternakan Unggas kornersil, 

( ayam Potong/ayam petelurl clan 
ayam buras Rp. 200.000,-/Tahun 

200.-/ckor Rp 
e. Tarif pernberian jasa izin pelayanan usaha peternakan terdiri dari : 

Rp. 12.500,-/ekor 
Rp. 15.000,-/ekor 
Rp. 7.500,-/ekor 
Rp. 5.000,-/ekor 

l j Sapi 
2) Kerbauj' Kuda 
3) Kambing/Domba/Babi 
4) Unggas Hoby /kesayangan/ ayarn buras 
5) Ayarn ras potong/petelur /ayam buras 

d. Tarif penarikan jasa pembcrian rekomendasi Surat Keterangan Layak Bibit 
(SKLB) unruk keluarnya ternak di wilayah Kabupaten Kolaka rerdiri dari : 

Rp. 12.500,-/ekor 
Rp. 50.000,-/ekor 
Rp. 7.500,-/ekor 
Rp. 5.000,-/ ekor 
Rp 200. - I ckor 

I) Sapi 
2) Kerbau/Kuda 
3) Ka:nbing/ Dornba/ Babi 
4) Unggas Hoby/kcsayangan/ ayarn buras 
5) Ayam ras poiong/petelur /ayam buras 

c. Tarif pcnarikan jasa pernberian rekornendasi Keterangan Kese hatun Hewan 
(SKKH) untuk tujuan keluarnya ternak di wilayah Kabupaten Kolaka 
terdiri dari : 

Rp. 100.000,-/ekor 
Rp. 150.000,-/ekor 

1) Sapi Bali 
2) Sapi lndukan Brahman 

b. Tarif Penarikan Jasa lnserninasi Buatan [Kawin Suntik) : 

Rp 5.000,-/lembar 
Rp 3.000,-/lembar 

1) Ku lit ternak besar (sapi/kerbau/kuda) 
2) Kulit cernak kecil (kambing) 

3. Ha sil ikuian ternak/hewan : 



Hal-hal yang belurn cukup diat ur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Perururan Daerah. 

Pasal 20 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

(3). Tata cara perriungutau dan pengalokasian biaya operasional unit kerja 

pengelola diatur lebih lanjut dcngan Peraturan Bupati. 

(2). Hasil pernunguran jasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) d isetor 

langsung ke Daerah. 

Pasal 9 

(1). Pernungutan jasa dilakukan oleh pctugas pcrnungut jasa yang ditetapkan 

dengan Kcputusan Bupati. 

BAB VI 

TATA CARA PEMUNGUTAN JASA 

2. Kartu idcntitas kepcmilikan tcrnak 

Rp. 20.000,- /ekor 

Rp. I 0.000,· / ekor 

kandang vaksinasi terriak sapi/kerbau 

f. Tarif jasa pernberian kartu identitas kepe milikan terriak clan 
Handling/kandang jepit untuk pelayanan kesehaian ternak terdiri dari : 

l. Pcmasangan ianda Eartag ternak dan Handling/ 



v H. POITU MURTOPO 

BERJTA DAERAH K.A.BUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR J..:'}. 

diundangkan di Kolaka 
pada tanggal \ o 1 0 - 2016 i 

)sEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA ' lj . 

vr--l. 

pada tanggal, to . 1 O - 2016 
I l BU"J'iXKA,s/ 

~ H. AHM,n.r-sAFEI 

Di ictapkan di Kolaka 

Peraturan l:lupati int rnulai bcrlaku pada tanggal diund angkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcrr-erintahkan pcngundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalaru Berita Daerah Kabupatcn 

Kolaka. 

Pasal 21 




